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TENTANG

PENSERTIPIKATAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN TANAH ASET
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu Sembilan Belas, bertempat
di Kota Padang Panjang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SONNY BUDAYA PUTRA,

AP.M,Si

2. NORA ENDO MAHATA, ST,

M.Sc

Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Padang Panjang, yang
berkedudukan di Jalan Sutan Syahril No.178
Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU

Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
Panjang, berkedudukan di Jalan Perintis
Kemerdekaan No.10 Kelurahan Balai-Balai
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjang selanjutnya disebut PFHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukannya
sebagaimana disebut di atas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di

daerah

2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang



3. Bahwa hak/kepemilikan atas tanah aset PIHAK KESATU belum seluruhnya
bersertipikat dan banyak yang menghadapi permasalahan hukum sehingga memerlukan
penataan dengan melakukan inventarisasi, identifikasi pensertipikatan dan penanganan
permasalahan tanah aset PIHAK KESATU agar mempunyai kepastian hukum.

4. Bahwa telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Padang
Panjang dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat
Nomor : II/Mow/Wako-PP/VII/2019 dan Nomor : 1789/SKB-13.AT.02/VIl/2019
tanggal 18 Juli 2019 tentang Kerjasama di Bidang Pertanahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian
Kerjasama tentang Pensertipikatan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Pemerintah
Kota Padang Panjang dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk
melaksanakan kegiatan pensertipikatan dan penanganan permasalahan tanah aset
PIHAK KESATU.

(2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam rangka
pensertipikatan dan penanganan permasalahan tanah aset PIHAK KESATU.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini meliputi :
a. Percepatan sertipikat hak atas tanah aset PIHAK KESATU, terdiri dari :
1. Pendaftaran tanah pertama kali; dan
2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah
. Penanganan permasalahan tanah aset PI[HAK KESATU;
¢ Pertukaran data dan/atau informasi bidang agraria/pertanahan dan tata ruang oleh PARA
PIHAK;
. Peningkatan kompetensi dan/atau bantuan sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
e. Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam mendukung tugas fungsi PARA PIHAK.

BAB III
HAK DAN KEWAIJIBAN
Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak :
a. Mendapatkan pelayanan pertanahan terhadap pensertipikatan tanah aset;
b. Memperoleh informasi dan/atau penanganan masalah terhadap tanah aset; dan
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C.

Mendapatkan tanda bukti hak atas tanah aset yang clear dan clean.

(2) PIHAK KESATU BERKEWAJIBAN :

a.

Menyampaikan daftar inventarisasi dan identifikasi aset tanah meliputi :

1. Tanah aset yang tidak bermasalah;

2. Tanah aset yang bermasalah; dan

3. Tanah aset yang telah bersertipikat namun belum diubah menjadi atas nama
Pemerintah Kota Padang Panjang

Membuat daftar inventarisasi dan identifikasi tanah aset sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a angka 1, meliputi :

. Letak tanah (Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Propinsi);

2. Luas tanah;

3. Alas hak (bukti perolehan penguasaan dan pemilikan tanah);

4. Penggunaan tanah;
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. Nomor register/daftar aset; dan
. Surat keterangan bahwa tanah tersebut telah terdaftar sebagai aset.

Mengajukan permohonan hak dengan melampirkan alas hak serta dokumen

pendukung terhadap daftar inventarisasi dan identifikasi aset tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, meliputi :

1. Surat permohonan hak atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang;

2. Alas hak (bukti perolehan penguasaan dan pemilikan tanah);

3. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mendapat pendelegasian
wewenang, yang berisi :

a) Riwayat perolehan tanah;

b) Tanah terdaftar dalam inventarisasi kekayaan daerah;

¢) Tanah dikuasai secara fisik;

d) Tanah tidak bermasalah; dan

e) Jika ada klaim/gugutan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

4. Denah/peta lokasi/peta bidang tanah;

Surat pernyataan telah memasang batas;

6. Surat perintah penunjukan petugas lapangan yang mengetahui lokasi dan batas-
batas bidang tanah untuk mendampingi petugas PIHAK KEDUA sebagai
petugas pengukur tanah dilapangan;

7. Data pendukung lainnya.

Menyiapkan dan menyediakan data inventarisasi dan identifikasi bidang tanah aset

yang bermasalah serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan; dan

Menyerahkan daftar tanah aset PIHAK KESATU yang telah bersertipikat namun

belum diubah menjadi atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang meliputi :

1. Surat permohonan perubahan nama menjadi atas nama Pemerintah Kota Padang
Panjang;

2. Sertipikat hak pakai atau hak lainnya; dan

3. Bukti setor pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

4. Melampirkan dokumen pendukung sebab terjadinya perubahan nama
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Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak :

a.

Menerima daftar inventarisasi dan identifikasi tanah aset yang meliputi :

1. Aset tanah yang tidak bermasalah;

2. Aset tanah yang bermasalah; dan

3. Aset tanah yang telah bersertipikat namun belum diubah menjadi atas nama
Pemerintah Kota Padang Panjang

Menerima daftar inventarisasi dan identifikasi tanah aset sebagaimana diatur pada

ayat (1) huruf a angka 1, meliputi :

Letak tanah (kelurahan, kecamatan, kota, propinsi)

Luas tanah

Alas hak (bukti perolehan penguasaan dan pemilikan tanah);

Penggunaan tanah;

Nomor register/daftar aset; dan

. Surat keterangan bahwa tanah tersebut telah terdaftar sebagai aset

Menenma permohonan hak dari PIHAK KESATU dan lampiran alas hak serta

dokumen pendukung sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (2) huruf c;

Menerima data inventarisasi dan identifikasi bidang tanah aset yang bermasalah

serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan; dan

Menerima daftar tanah aset yang telah bersertipikat namun belum diubah menjadi

atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang meliputi :

1. Surat permohonan perubahan nama menjadi atas nama Pemerintah Kota Padang
Panjang;

2. Sertipikat hak pakai atau hak lainnya; dan

3. Bukti setor pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

4. Melampirkan dokumen pendukung sebab terjadinya perubahan nama.
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(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a.

b.

Memberikan pelayanan pertanahan terhadap pensertipikatan tanah aset PIHAK
KESATU

Menerbitkan tanda bukti hak atas tanah aset PIHAK KESATU sesuai dengan
peraturan perundang undangan;

Memberikan informasi dan/atau penanganan masalah terhadap aset PIHAK
KESATU sesuai dengan peraturan perundang undangan;,

Memberikan pertimbangan hukum penyelesaian hak atas tanah aset PIHAK
KESATU yang bermasalah.

BABIV
PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang
ada di Pemerintah Kota Padang Panjang



(2) Pelaksanaan pensertipikatan dan/atau penangangan permasalahan pertanahan
dilaksanakan secara berkala setiap tahun sesuai dengan pembiayaan yang tersedia
berdasarkan peraturan perundangan-undangan

(3) Hasil inventarisasi dan identifikasi tanah aset yang akan dimohonkan pensertipikatan
dan tanah aset yang bermasalah yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

(4) Terhadap tanah aset yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
penelitian, pengkajian, penanganan dan penyelesaian yang hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul berkenan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7

(1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal penandatanganan Perjajian Kerjasama.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesusai dengan kesepakatan PARA PIHAK
dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa
berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

(3) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai alasan yang jelas.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini tidak
meniadakan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
ini secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam
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kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian
tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas
persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka
penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama dalam rangkap 2(dua) asli masing-
masing bermeterai cukup, dibubuhi cap dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk
dijadikan pedoman PARA PIHAK.

‘SONNY BUDAYA PUTRA, AP.M,Si 4
NIP. 19750331 199501 1 001




